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Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang membahas 1. Bagaimana 
perspektif hukum Islam terhadap perkawinan beda agama. 2. Bagaimana implikasi 
perkawinan beda agama terhadap kewarisan pada masyarakat kota Makassar. 3. 
Bagaimana eksistensi perwalian dalam perspektif hukum Islam. Tujuan dari 
penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui landasan yuridis normatif perkawinan beda 
agama dalam perspektif hukum Islam, serta pandangan ulama yang menerima 
ataupun menolaknya 2. Untuk mendapatkan data objektif di lapangan tentang 
implikasi yang terjadi akibat perkawinan beda agama terhadap kewarisan. 3. Untuk 
mengetahui eksistensi perwalian dalam perspektif  hukum Islam. Populasi dalam 
penelitian ini yakni seluruh pasangan suami istri yang beda agama. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni sampel jenuh penelitian populasi 
dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Adapun pengumpulan data yang 
digunakan yakni Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data yang terkumpul 
selanjutnya akan di analisis  dengan cara Analisis Domain, Analisis Taksonomi dan 
Analisis Komparatif. 
Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu Perkawinan beda agama tidak 
dibolehkan, baik dipandang dari syari’at Islam, maupun dalam Undang-undang yang 
mengatur tentang pernikahan.Yang disebutkan dalam undang-undang hanyalah 
Perkawinan Campuran. Kemudian hal pembagian harta warisan untuk keluarga yang 
menganut agama yang berbeda, sudah jelas ketentuannya yaitu orang yang non Islam 
tidak  akan mendapat bagian warisan dari pewaris yang Islam, begitu juga sebaliknya. 
Hal ini sudah jelas tercantum dalam ketentuan syar’ih kemudian eksistensi perwalian 
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A. Latar Belakang Masalah 
Suatu realitas bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, 
golongan, ras, budaya, dan agama. Heteroginitas masyarakat Indonesia ini sangat 
memungkinkan terjadinya perkawinan antar suku, golongan, bahkan antaragama. 
Namun hal terakhir ini merupakan hal yang sangat peka, sehingga oleh Nasaruddin 
Baidan dikatakan, bahwa perkawinan beda agama adalah sesuatu yang amat peka dan 
pada tahun delapan puluhan dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan umat 
Islam di Indonesia.1 Peka karena menyangkut agama sebagai sesuatu yang absolut 
sebab kebenaran agama adalah kebenaran absolut. Untuk agama dan kebenarannya, 
manusia bersedia berkorban apa saja yang dimiliknya, bahkan rela mengorbankan 
nyawanya sekalipun.2  
Kekhawatiran di atas tidak lepas dari doktrin yang terdapat dalam al-Qur'an 
dan hadis tentang larangan perkawinan beda agama. Sebagaimana dalam salah satu 
firman Allah swt. QS. al-Baqarah (2): 221 
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1 Nasruddin Baidan, Tafsir Maudhu’i: Solusi Qur’ani atas Masalah Kontemporer (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2001), h. 23.  
2 Ichtiyanto, Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia (Jakarta: Badan  Litbang 
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Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, 
walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran.3 
 
Hal ini kemudian diperkuat dalam salah satu hukum positif di Indonesia yakni 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang 
berlaku bagi umat Islam Indonesia. Pada kenyataannya, walaupun secara yuridis-
formal masalah tentang perkawinan telah diatur, tapi masih terdapat masyarakat yang 
melanggar aturan-aturan hukum tersebut. Jika dilihat dari segi tujuan perkawinan 
dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: perkawinan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,4 maka 
kondisi ini akan tercipta jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami istri. 
Karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, suku, bahkan perbedaan 
                                               
3 Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penafsir dan 
Penerjemah al-Qur'an,1995). 
4 Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: 
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama 
Islam Departemen Agama RI, 2000), h. 14. 
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tingkat pendidikan antar suami istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan 
perkawinan. 
Di samping persoalan-persoalan dalam proses menciptakan ketentraman 
keluarga, masalah lain yang timbul akibat perkawinan ini adalah pada aspek 
kewarisan dan perwalian. Dari sisi hukum normatif yang ada dalam hadis Nabi saw., 
bahwa jika terdapat salah satu pihak beda agama, baik pewaris atau ahli waris, maka 
akan terhalang untuk saling mewarisi. Sebagaimana tertuang dalam hadis Nabi saw. 
yang diriwayatkan oleh Bukhary sebagai berikut: 
 ُ ﱠ; ﻰﱠﻠَﺻ ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ َﻝَﺎﻗ ًﺍﺪَﻏ ُﻝِﺰَْﻨﺗ َﻦَْﻳﺃ ِ ﱠ; َﻝﻮُﺳَﺭ ﺎَﻳ ِْﺢَﺘﻔْﻟﺍ َﻦَﻣَﺯ َﻝﺎَﻗ ُﻪﱠَﻧﺃ ٍﺪْﻳَﺯ ِﻦْﺑ َﺔَﻣﺎَُﺳﺃ ْﻦَﻋ ِﻪَْﻴﻠَﻋ  ٌﻞﻴِﻘَﻋ ﺎََﻨﻟ َﻙََﺮﺗ ْﻞَﻫَﻭ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ
 َﻭ ْﻦَﻣَﻭ ِّﻱِﺮْﻫ ﱡﺰﻠِﻟ َﻞﻴِﻗ َﻦِﻣْﺆُﻤْﻟﺍ ُﺮِﻓﺎَﻜْﻟﺍ ُﺙِﺮَﻳ َﻻَﻭ َﺮِﻓﺎَﻜْﻟﺍ ُﻦِﻣْﺆُﻤْﻟﺍ ُﺙِﺮَﻳ َﻻ َﻝﺎَﻗ ﱠُﻢﺛ ٍﻝِﺰْﻨَﻣ ْﻦِﻣ ٌﻞﻴِﻘَﻋ َُﻪﺛِﺭَﻭ َﻝﺎَﻗ ٍﺐِﻟﺎَﻁ ﺎََﺑﺃ َﺙِﺭ
 َﺗ َﻦَْﻳﺃ ِّﻱِﺮْﻫ ﱡﺰﻟﺍ ْﻦَﻋ ٌﺮَﻤْﻌَﻣ َﻝﺎَﻗ ٌﺐِﻟﺎَﻁَﻭ ِﺢَْﺘﻔْﻟﺍ َﻦَﻣَﺯ َﻻَﻭ ِﻪِﺘ ﱠﺠَﺣ ُُﺲﻧُﻮﻳ ُْﻞَﻘﻳ ْﻢَﻟَﻭ ِِﻪﺘ ﱠﺠَﺣ ﻲِﻓ ًﺍﺪَﻏ ُﻝِﺰْﻨ  
 
Artinya: 
Dari Usamah bin Zaid r.a, dari Nabi saw. bersabda: Seorang muslim tidak 
mewarisi kepada orang-orang kafir dan begitu pula orang kafir tidak mewarisi 
kepada orang muslim.5 
Berdasarkan hadis di atas, para ulama mazhab sepakat bahwa seorang 
muslim tidak bisa mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak bisa mewarisi 
muslim.6 Jika salah seorang di antara anak-anak pewaris yang non-muslim, lalu 
masuk Islam sesudah yang diwarisi itu meninggal dan hartanya sudah dibagikan 
kepada para ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama mazhab, anak 
                                               
5 Abdullah Mohammad Ibn Ismail al-Bukhary, Shahih Bukhary, Juz IV (Mesir: Maktabah 
Dahlan Indonesia, t.th), h. 2706. Terdapat juga dalam kitab: Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, 
Tirmidzy, Ibnu Majah, al-Darimy dan Kitab al-Muwattha’ dalam bab Fara’id 
6 Abdul al-Rahman al-Jaziriy, Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Juz IV (Beirut-Libanon: 
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1410/1990), h. 479. 
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tersebut tidak berhak atas harta waris. Akan tetapi terdapat riwayat lain dari 
Mu’adz, Mu’awiyah, Ibnu Musayyab, Masruq dan Nakha’i, bahwa sesungguhnya 
seorang muslim itu mewarisi dari seorang kafir dan tidak sebaliknya, sama seperti 
seorang muslim laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perempuan.7 
Berangkat dari pemahaman hukum yang berbeda tersebut, di kalangan 
masyarakat di beberapa daerah di Indonesia masih banyak yang melakukan 
perkawinan beda agama. Salah satunya di kota Makassar. Banyak faktor yang 
menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama di kota Makassar, di antaranya 
intensitas interaksi antar warga beda agama dalam kehidupan beda agama sehari-hari 
(baik di sekolah, perguruan tinggi, organisasi, kantor dan lain-lain), maupun karena 
pengaruh pergaulan bebas di kalangan remaja yang mengakibatkan terjadinya 
kehamilan sebelum nikah. 
Implikasi perkawinan beda agama di kota Makassar, tidak hanya pada 
keharmonisan antar keluarga yang bersangkutan, tapi juga pada kewarisan dan 
perwalian. Walaupun dari sisi normatif (yang terdapat pada hadis di atas), dan hukum 
positif yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam melarang terjadinya proses waris 
mewarisi antar pihak beda agama, akan tetapi realitasnya sebagian masyarakat kota 
Makassar yang melaksanakan perkawinan beda agama menganggap bahwa 
perkawinan ini bukanlah penghalang untuk saling mewarisi, sehingga masih terdapat 
pasangan beda agama yang tetap memberikan hak waris atas dasar kekeluargaan 
                                               
7 Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz. III (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1403/1983), h. 427.  
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tersebut. Fenomena ini mengakibatkan persepsi masyarakat yang menganggap suatu 
hal yang biasa jika terdapat pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan. 
Implikasi perkawinan beda agama terhadap perkawinan. Wali yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam 
perkawinan, bukan pada harta benda. Dengan demikian wali adalah orang yang 
mengakadkan perkawinan menjadi sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 
14, dinyatakan bahwa salah satu rukun perkawinan adalah wali nikah, kemudian 
dipertegas dalam pasal 20, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki 
yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan balig.8 Merujuk pada 
rumusan pasal ini, maka wali nikah tidak dibenarkan beragama selain Islam. 
Keberadaan wali dalam sebuah perkawinan sangatlah penting bahkan 
perkawinan tidak sah jika tidak ada wali. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. 
riwayat Tirmidzi sebagai berikut:   
 َﻻ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ُ ﱠ; ﻰﱠﻠَﺻ ِّﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ ْﻦَﻋ ََﺓﺩُْﺮﺑ ﻲَِﺑﺃ ْﻦَﻋ َﻖَﺤِْﺳﺇ ﻲَِﺑﺃ ْﻦَﻋ ﱡﻱِﺭْﻮﱠﺜﻟﺍَﻭ ُﺔَﺒْﻌُﺷ ﻯَﻭَﺭَﻭ  ٍّﻲِﻟَِﻮﺑ ﱠِﻻﺇ َﺡﺎَِﻜﻧ9 
Artinya: 
Dari Abi Burdah Ibn Abi Musa dari Ayahnya, berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali”. 
Persoalannya kemudian, jika wali nasabnya berbeda agama dan dengan 
merujuk pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka gugurlah hak 
                                               
8 Instruksi Presiden RI, op .cit, h. 20. 
9 Abu Isa Mohammad Ibn Isa Ibn Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Juz III (Beirut-
Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 409. 
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perwalian disebabkan wali beragama non muslim. Dengan demikian anak 
perempuan yang akan menikah harus menggunakan wali hakim. Di kalangan ulama 
masih memperselisihkan keberadaan wali, di antara pendapat yang berbeda dengan 
pendapat yang sebagian besar para ulama adalah pendapat Abu Hanifah. Dalam 
pendapat Abu Hanifah, perempuan yang sudah balig dan berakal boleh mengawinkan 
dirinya sendiri, tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan tetapi wajib dihadiri oleh 
dua orang saksi.10 Perbedaan pandangan seperti ini sebenarnya menujukkan bahwa 
para ulama terdahulu pun masih mencoba untuk mencari “jalan alternatif” dalam 
kaitannya dengan keberadaan wali dalam sebuah perkawinan. 
Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, peneliti berasumsi bahwa 
masyarakat kota Makassar tidak melihat dari sudut pandang perbedaan tersebut. 
Jika telah melaksanakan perkawinan beda agama, para pasangan tidak 
memperdulikan implikasi yang akan terjadi, khususnya pada perwalian. Jika dalam 
pasangan nikah yang laki-laki non-muslim sedangkan perempuan muslim dan 
mereka memiliki anak perempuan, maka terdapat halangan perwalian dalam 
perkawinan disebabkan beda agama. 
Berdasarkan realitas masyarakat kota Makassar yang memiliki sikap toleransi 
tinggi, tentunya hal ini sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat yang menjunjung 
tinggi falsafah hidup sipakatau dan siapakainga: manusia hidup untuk memanusiakan 
manusia lainnya. Atas dasar ini, patut diteliti apakah falsafah kemasyarakatan ini juga 
                                               
10 Lihat Al-Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd al-
Qurthuby al-Andalusi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muttashid, Juz IV (Beirut-Libanon: Dar al-
Kutub al-Ilmiah, t.th 1416/1996), h. 214. 
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yang mempengaruhi sikap toleransi mereka untuk tetap memberikan hak kewarisan dan 
perwalian pada pasangan nikah beda agama atau tidak. 
Berdasarkan gambaran di atas, peneliti menganggap penting melakukan 
penelitian ilmiah terkait dengan implikasi perkawinan beda agama terhadap 
kewarisan dan perwalian dengan obyek penelitian Kota Makassar. Dengan belum 
ditemukannya dalam semua penelitian secara khusus meneliti pada aspek ini,  maka 
peneliti tertarik untuk mengemasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul "Implikasi 
Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewarisan dan Perwalian dalam Perspektif 
Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Makassar)"  
B.  Rumusan Masalah 
Bertitik tolak dari latar belakang uraian di atas, maka yang menjadi masalah 
pokok di dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implikasi perkawinan beda agama 
terhadap kewarisan dan perwalian dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat 
kota Makassar? Sedangkan sub-sub masalah yang akan di teliti dari masalah pokok 
adalah: 
1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perkawinan beda agama? 
2. Bagaimana implikasi perkawinan beda agama terhadap kewarisan pada 
masyarakat kota Makassar? 






C. Pengertian Judul dan Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalapahaman dalam penafsiran judul yang di 
maksudkan pada skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis memberikan batasan 
pengertian atau arti kata kunci secara operasional, sebagai berikut: 
Implikasi mengandung arti “pengaruh atau dampak”11 Implikasi yang penulis 
maksudkan adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda 
agama. Sedangkan perkawinan beda agama, yakni perkawinan antara seorang laki-
laki muslim dengan perempuan non muslim ataupun sebaliknya, baik mereka 
memiliki kitab suci ataupun tidak.  Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan, 
perkawinan beda agama adalah apabila calon suami beragama Islam, dan calon 
istri yang tidak beragama Islam atau sebaliknya, baik ahḷul kitãb maupun 
musyrik.12 Adapun kewarisan berasal dari kata “waris” yaitu orang berhak 
menerima harta pusaka atau harta benda dari orang yang meninggal dunia.13 Yang 
penulis maksudkan tentang kewarisan pada pembahasan skripsi ini adalah anak 
yang berhak menerima harta benda yang ditinggalkan oleh tuanya karena wafat. 
Sedangkan perwalian dengan kata dasarnya “wali” adalah seseorang yang 
diserahi kewajiban untuk mengurus orang lain yang menjadi tangungannya.14 
Dalam hal ini yang penulis maksudkan adalah menyangkut wali nikah, yang 
                                               
11 Departemen Pendidikan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. II; Jakarta: Balai 
Pustaka, 1994), h. 52 
12 Abdul Azis Dahlan, et al. Ensiklopedi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru van 
Hoeve, 1996), h. 1409 
13 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, 
(Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1125.  
14 Ibid., h. 1124 
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dalam pernikahan Islam hanya diberlakukan bagi pihak perempuan saja dan 
menjadi hak sekaligus kewajiban ayah dan beberapa garis keturunan lain jika ayah 
tidak ada atau wafat.  
Hukum Islam dapat diartikan kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang 
digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur’an, 
hadis Nabi saw., pendapat para sahabat dan tabi’in, maupun pendapat yang 
berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.15 Sedangkan perspektif 
hukum Islam yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah pandangan atau cara 
pandang atau sesuatu yang harus diperhatikan sebagai aturan-aturan normatif yang 
diambil dari al-Qur'an dan hadis, serta diformulasikan dalam produk pemikiran 
fikih, termasuk fikih Indonesia berupa aturan perundang-undangan di Indonesia, 
baik yang diberlakukan bagi umat Islam maupun bagi umat lainnya di Indonesia.  
Berdasar pada pengertian judul tersebut maka definisi operasional skripsi ini 
diarahkan pada pengkajian terhadap implikasi yuridis dalam perspektif hukum Islam 
terhadap kewarisan dan perwalian yang terjadi pada perkawinan beda agama di Kota 
Makassar. Pengembangan skripsi ini juga akan diarahkan pada implikasi sosiologis 
secara lebih luasnya terhadap dampak perkawinan beda agama tersebut.  
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
1. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan penelitian adalah: 
a. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap perkawinan beda agama. 
                                               
15 Abdul Azis Dahlan, et al. op. cit., h. 575. 
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b. Untuk mengetahui implikasi perkawinan beda agama terhadap kewarisan pada 
masyarakat kota Makassar. 
c. Untuk mengetahui eksistensi perwalian dalam prespektif hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
a) Secara teoritis, penulisan ini diharapkan memiliki arti akademis (academic 
significance) yang dapat menambah informasi dan memperkaya khazanah ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya, terutama yang 
berkaitan dengan hukum Islam. 
b)   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi guide (pedoman) bagi 
mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum. Untuk kepentingan sosial, 
hasil penelitian ini diharapkan mempunyai arti kemasyarakatan (social 
significance), khususnya bagi masyarakat muslim yang peduli terhadap 
perkembangan hukum Islam, begitu pula terhadap kalangan yang bergelut di 
dalam dunia hukum. 
E. Garis Besar Isi Skripsi 
 
Kajian ini terdiri atas lima bab pembahasan dan masing-masing bab memiliki 
sub bab pembahasan. Untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi pembahasannya, 
penulis akan mengemukakan pokok-pokok pikiran dan intisari pembahasan dalam 
masing-masing bab, sebagai berikut: 
Bagian pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi : latar belakang, 
rumusan masalah,  pengertian judul dan definisi  operasional,  tujuan dan manfaat 
penelitian, garis-garis besar isi skripsi.  
11 
 
Bagian kedua akan membahas kajian pustaka yang mencakup  mengenai 
evidensi putus sekolah yang meliputi, Perkawinan anatar pemeluk agama, 
Perkawinana anatar kewarganegaraan yang berbeda. Kemudian Penyelesaian 
pembagian warisan dalam pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan 
selanjutnya hakikat perwalian. 
Bagian ketiga merupakan bagian yang akan membahas metode penelitian 
yang meliputi  Jenis penelitian, populasi dan sampel, Sumber data, teknik 
pengumpulan data dan terakhir teknik analisis data. 
Bagian keempat merupakan bagian pembahasan hasil penelitian yang meliputi: 
Deskripsi lokasi penelitian, Eksistensi status suami isteri beda agama di Kota 
Makassar, Pembagian harta warisan dalam status suami isteri beda agama di kota 
Makassar kemudian Eksistensi perwalian menurut hukum Islam. 







A.  Perkawinan Antar Pemeluk Agama 
 Pernikahan merupakan ikatan paling dalam, paling kuat dan paling langgeng 
yang memadukan antara dua anak manusia, dan meliputi interaksi paling luas yang 
dilakukan oleh dua orang. Karena itu hati mereka harus disatukan dan dipetemukan di 
dalam ikatan yang tidak biasa pudar. Supaya hati bisa bersatu, maka tujuan ikatan dan 
arah yang menjadi tujuannya harus satu. Sementara itu, aqidah agama merupakan hal 
paling mendalam dan paling komprehensif dalam menyemarakan jiwa, 
mempengaruhinya, mengkondisikan perasaan-perasaannya, menentukan berbagai 
reaksi dan responsnya, dan menentukan jalannya di dalam segenap kehidupan. 
Sekalipun banyak orang yang kadang-kadang tertipu oleh ketersembunyian 
atau kelesuan aqidah, sehingga mereka mengira bahwa aqidah adalah perasaan yang 
tidak esensial yang bisa digantikan oleh sebagian filsafat pemikiran atau oleh 
sebagian teori sosial.  Antara dua orang yang belainan aqidah tidak bisa dipertemukan 
dalam pernikahan, karena dalam Islam telah jelas keharaman pria atau wanita 
menikahi pria atau wanita musyrik.  
Haram hukumnya pernikahan antara dua hati yang tidak bisa bertemu di atas 
satu aqidah. Dalam kondisi ini, perkawinan itu merupakan ikatan yang palsu, lemah 
dan rapuh. Keduanya tidak bisa bertemu karena Allah, dan ikatan kehidupan itu tidak 
ditegakkan di atas manhaj-Nya. Allah yang telah memuliakan manusia dan 
meninggikan derajatnya di atas derajat binatang ingin agar hubungan ini tidak 
12 
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menjadi kecederungan dorongan nafsu syahwat, tetapi Allah ingin mengangkat 
hubungan ini hingga sampai kepada Allah dalam ketinggian-Nya, dan mengikat 
antara hubungan tersebut dan kehendak serta manhaj-Nya dalam pertumbuhan dan 
kesucian kehidupan.1     
 Manusia berbeda dengan makhluk lain, karena Allah swt telah membebaninya 
dengan beberapa tuntunan dan mengikatnya dengan aturan bagi kehidupannya. 
Artinya manusia ditertibkan dengan syari’at-Nya. Di antaranya adalah tata cara 
manusia beranak-pinak yang merupakan jalan yang paling utama bagi keturunannya. 
Tujuan agama yang pertama dari berketurunan  adalah bahwa keturunan yang 
akan memakmurkan alam ini adalah manusia yang menyerahkan jiwa dan raganya 
kepada Allah dalam setiap tindakannya, semata-mata menyembah-Nya, dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, serta menetapi agama-Nya sebagai undang-
undang bagi semua aspek kehidupannya. Juga manusia itu, berhukum dengan Kitab-
Nya, dan Sunnah Rasul-Nya, berjuang melawan musuh-musuh-Nya di jalan-Nya. 
Selanjutnya, dia tidak memperkenankan adanya syirik kepada Allah, tidak 
memperkenankan kefasikan tersebar di muka bumi, selagi dia mampu menolak atau 
melenyapkannya. Jika dia tidak mampu melakukannya pada suatu masa, maka dia 
beribadah kepada Allah dengan  apa yang mampu dia lakukan, dan menyusun 
persiapan untuk melawan kebatilan pada masa mendatang. Dia pun akan memusuhi 
siapa saja yang memusuhi Allah, memusuhi syari’at-Nya dan para hamba-Nya yang 
mukmin. Maka dengan demikian terwujudlah suatu masyarakat Islam yang 
                                                 
 1 Sayyid Quthb,  Fi-Zhilalil Qura’n, Juz Awwal, Al Thaba’ah Al Sabi'ah, Daar Ihya Al Turats 
Al Arabi, Bairut-Libanon,1971, h. 552.  
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mengharapkan ridha Allah karena melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi 
larangannya.  
Dalam hal ini, keluarga yang merupakan inti dan dasar suatu masyarakat, 
maka Islam memperhatikan keluarga dengan perhatian yang dapat memelihara 
tabiatnya dalam kondisi berpegang erat, kuat iman dan dinaungi oleh hukum-hukum 
agama secara etika-etikanya. Hal ini akan terwujud kecuali dengan cara seorang 
suami muslim yang saleh memilih seorang wanita muslimah yang salihah. Dan 
dengan suami isteri tersebut, mulailah satu keluarga muslim yang mengharap kepada 
Allah dengan adanya pertumbuhan putra-putrinya di atas agama dan ketaatan kepada 
Allah. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh nikah dengan wanita musyrik dan 
tidak boleh mempertahankan pernikahannya jika telah menjadi isterinya sebelum dia 
masuk Islam.2           
 Perkawinan antar pemeluk beragama tidak diatur dalam Undang-undang 
Perkawinan, demikian juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
Undang-undang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan di luar Indonesia, 
dan perkawinan campuran . Kompilasi hukum mengkategorikan perkawinan antar 
pemeluk agama Islam dengan selain Islam dilarang perkawinannya  dalam pasal 40 
ditegaskan  bahwa dilarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita 
kerena keadaan seorang wanita tidak beragama Islam, dan dalam pasal 44, seorang 
wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak 
beragama Islam. Tetapi dalam kitab-kitab fiqh umumnya, perkawinan antar pemeluk 
                                                 
2 Abdullah Ahmad Qadiry, Nikah Beda Agama Menurut Islam, Cetakan I, Media Wacana, 
Yogyakarta, 2003,hal. 51.   
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agama ini masih dimungkinkan dengan pria atau wanita ahlul kitab, yang menurut 
beberapa pendapat adalah mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kebolehannya 
adalah pria atau wanita ahlul kitab masih berpedoman pada kitab yang aslinya berasal 
dari wahyu Allah swt.3 Hal ini didasarkan QS. Al Maidah , 5/5Sebagai berikut: 
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“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan semeblihan orang-
orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi 
mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehoramatan 
di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga 
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu telah 
mambayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya.4 
 
 Imam An Nawawy menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi’i, kebolehan 
laki-laki muslim mengawini wanita ahlul kitab tersebut apabila mereka beragama 
                                                 
3 Ahmad Rofiq,.  Hukum Islam Di Indonesia,Cetakan I, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta,1995, h. 344. 
4 Departemen Agama RI, Terjemahan Al-Qur’an, Penanggung Jawab Penerjemahan : Yayasan 
Penterjemahan Jakarta, Surya Cipta Aksara,  Surabaya,1993, h. 158.  
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menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkan Al Qur’an. Namun setelah 
diturunkannya Al Qur’an, dan mereka tetap beragama menurut kitab-kitab tersebut 
tidak termasuk lagi ahli kitab. Sementara menurut tiga Imam lainnya, Hanafy, Maliki 
dan Hambali, berpendapat bahwa kebolehan mengawini wanita ahlul kitab bersifat 
mutlak, meskipun agama mereka tersebut telah dinasakh.  Apabila diperhatikan 
ketentuan hukum dalam pasal 40 dan 44 Kompilasi, menurut hemat peneliti, selain 
mengambil pendapat Imam Syafi’i yang melihat keberadaan kitab mereka Taurat dan 
Injil dinasakh oleh kehadiran Al-Qur’an, sehingga perkawinan antar pemeluk agama 
Islam dan selain Islam tidak diperbolehkan, juga dibangun atas dasar kajian empiris, 
bahwa banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsipil yang 
berbeda. Memang ada pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun 
dan dapat mempertahankan ikatan perkawinannya.5 Yang sedikit terakhir ini tentu 
saja dalam pembinaan hukum belum cukup dijadikan acuan, kecuali hanya 
merupakan eksepsi atau pengecualian.  Pertimbangan lain yang ditempuh oleh 
Kompilasi juga mengambil pendapat para ulama di Indonesia, termasuk di dalamnya 
Majelis Ulama Indonesia yang tidak memperbolehkan perkawinan antar pemeluk 
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5 Al Nawawy, Al Tafsir  Al Munir Lil Ma’alim Al Tanzil, Juz 1, Usaha Keluarga, tt., Semarang, 
h. 192. 
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“Dan jangalah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, 
sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, 
walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang 
musyrik dengan wanita-wanita mu’min sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia 
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga 
dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” 6      
  
Kasus tersebut muncul pada zaman sekarang, calon pasangan berbeda agama 
menginginkan melangsungkan perkawinan sementara mereka tetap bertahan pada 
agamanya masing-masing. Hal ini, menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 
bahwa di Indonesia terdapat suatu peraturan yang berlaku , yang memberikan jalan 
keluar dari persoalan ini, yaitu dengan mengacu kepada Peraturan tentang 
Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken) termuat dalam Stbl 
1989-158.7 Padahal Peraturan Perkawinan Campuran ini menurut Undang-undang 
Perkawinan tidaklah termasuk perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda. 
Karena pada pasal 1 ayat 2 Peraturan tentang Perkawinan Campuran tersebut 
                                                 
6 Departemen Agama RI, Terjemahan Al-Qur’an, Penanggung Jawab Penerjemahan : Yayasan 
Penterjemahan Jakarta, Surya Cipta Aksara,  Surabaya,1993, h. 53.  
7 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, 
Jakarta, 1987. h. 65. 
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menentukan bahwa perbedaan agama, kebangsaan atau asal-usul tidak merupakan 
penghalang bagi suatu perkawinan.  
Selanjutnya pasal 2 menyatakan, bahwa seorang perempuan melakukan 
perkawinan campuran selama pernikahan itu belum putus, maka si perempuan tunduk 
kepada hukum yang berlaku untuk suaminya maupun hukum publik maupun hukum 
sipil. Dalam kaitan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak mengatur 
masalah perkawinan antar pemeluk agama ini, maka digunakanlah pasal peralihan 
dan pasal penutup. Pada pasal 64 UU Nomor I Tahun 1974 berbunyi : “Untuk 
perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi 
sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan 
lama adalah sah” Tetapi dengan pasal 66 : “ Bahwa untuk perkawinan dan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, 
maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan 
Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indenesies S. 1933 No. 74) 
Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 
Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh 
telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.8          
B. Perkawinan Antar Kewarganegaraan yang Berbeda 
 Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki 
status kewarganegaraan yang berbeda dalam terminologi Undang-undang Nomor 1 
                                                 
8 Ahmad Rofiq., Hukum Islam Di Indonesia,Cetakan I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
1995, h. 347. 
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Tahun 1974 disebut perkawinan campuran. Dalam pasal 57, yang dimaksud dengan 
perkawinan campuran, ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk 
pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 
berwarganegaraan asing dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. 
Sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara eksplisit, tetapi 
menurut hemat peneliti, dalam wacana kompilasi yang dilihat persoalannya apabila 
terjadi perkawinan campuran yang gunakan adalah hukum agama dan kepercayaan 
calon mempelai. Apabila tidak ada perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing 
mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan berdasarkan pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974. Misalnya, seorang laki-laki berkewarganegaraan 
Inggris yang beragama Islam dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang 
perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang beragama Islam.  Dalam pasal 58 
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan campuran, bahwa bagi orang-orang 
yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat 
memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan 
kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang 
kewarganegaraan RI yang berlaku. Kendati demikian, persyaratan baik yang 
berkaitan dengan soal kewarganegaraan maupun syarat-syarat perkawinan, perlu 
dipenuhi agar perkawinan dapat dilangsungkan. 9 
Dalam pasal 160 ayat 1, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan 
sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang 
berlaku bagi pihak masing-masing yang telah dipenuhi. Dalam ayat 2, jika syarat-
                                                 
9 Ibid. h. 349.  
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syarat tersebut dalam ayat 1 telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk 
melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang 
berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat 
keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.10 Dengan demikian berdasarkan isi 
dari pasal 160 ayat 1 dan 2 ini, maka perkawinan campuran yang dimaksud dalam 
undang-undang perkawinan bukan perkawinan beda agama. Karena seorang muslim 
tidak dibolehkan nikah dengan wanita masyrik. Juga, seorang muslimah tidak boleh 
dinikahkan dengan seorang pria kafir. Firman Allah swt dalam QS. Al Mumtahanah , 
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10 Abdullah Ahmad Qadiry, Nikah Beda Agama Menurut Islam, Cetakan I, Media Wacana,  
Yogyakarta,2003, h. 56. 
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu 
perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah 
lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui 
bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka 
kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-
orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan 
berikanlah kepada suami-saumi mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan 
tiada dosa atasmu menikahi mereka jika kamu bayar kepada mereka maharnya. 
Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-
perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. 
Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka meminta mahar yang 
telah mereka bayar. Demikian hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara 
kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.11 
 
       Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, hukum yang 
diikuti adalah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan, apabila keduanya warga 
negara Indonesia dan tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Ketentuan ini 
dijelaskan dalam pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 bahwa perkawinan yang 
dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau 
seorang warga negara Indonesia dengan warga asing adalah sah, bilamana dilakukan 
menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan 
bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang 
ini. Inilah yang disebut perkawinan campuran, yaitu perkawinan dua orang warga 
negara yang berbeda, bukan perkawinan beda agama.     
C.  Penyelesaian Pembagian Warisan Dalam Pernikahan Beda Agama Menurut 
Hukum Islam 
 
 Dalam persoalan warisan, tidak lepas dari pada bagaimana pusaka-
mempusakai. Pusaka-mempusakai adalah berfungsi sebagai pengganti kedudukan 
dalam memiliki harta benda antara orang-orang yang telah meninggal dunia dengan 
                                                 
11 Departemen Agama RI, Terjemahan Al-Qur’an, Penanggung Jawab Penerjemahan : Yayasan 
Penterjemahan Jakarta, Surya Cipta Aksara,  Surabaya,1993, h. 924. 
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orang-orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-sekali terjadi bila 
orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta 
miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud di saat penggantian 
terjadi. Apalagi bila antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi 
penghalang. Pusaka-mempusakai dengan syarat matinya muwaris, hidupnya waris, 
dan tidak ada penghalang-penghalang.12     
 Dalam hal ini, peneliti hanya menguraikan masalah syar’i yang menjadi 
penghalang mempusakai. Penghalang mempusakai ialah hal-hal yang dapat 
menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai, di antaranya berlainan agama. 
Berlainan agama ialah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang 
mewarisi dengan orang yang mewariskan. Misalnya agama orang yang bakal 
mewarisi bukan Islam, baik agama Nasrani maupun agama ateis yang tidak mengakui 
agama yang hak, sedang agama orang yang bakal mewarisi harta peninggalannya 
adalah Islam. Ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah dan Imam Abu Daud 
menetapkan, bahwa aneka ragam agama dan kepercayaan selain Islam itu dianggap 
satu agama. Sebab pada hakekatnya mereka itu mempunyai kesatuan prinsip untuk 
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12 Fatchur Rahamn,  Ilmu Mawaris, Cetakan 1, PT. Al Ma’arif, bandung, 1975, h. 81.  




Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang Sebenarnya; Maka 
tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah 
kamu dipalingkan (dari kebenaran).14 
 
 Kemudian dalam hal berlainan agama sebagai penghalang seseorang 
mempusakai orang lain, Rasulullah bersabda :  
 ِﻡِﻠْﺳُﻣْﻟﺍ َﻰﻠَﻋ ُﺭِﻓﺎَﻛْﻟﺍَﻭ .ِﺭِﻓﺎَﻛْﻟﺍ َﻰﻠَﻋ ُﻡِﻠْﺳُﻣْﻟﺍ ُﺙِﺭَﻳ َﻻ 15         
Artinya: 
“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak 
dapat mewarisi harta orang Islam” 
 
 Pusaka-mempusakai itu merupakan alat penghubung untuk mempertemukan 
ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian 
dan adanya perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antar keduanya. Oleh 
karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak 
untuk memilikinya, menguasainya dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur 
menurut agama mereka masing-masing, maka kekusaan perwalian antara mereka 
menurut hukum tidak ada lagi. Berlainan agama tersebut adalah orang kafir mewarisi 
orang Islam, orang Islam mewarisi orang kafir, orang kafir mewarisi orang kafir, 
orang murtad mewarisi orang yang tidak murtad, dan orang yang tidak murtad 
mewarisi orang yang murtad. Jumhur ulama termasyhur  sepakat menetapkan bahwa  
orang kafir mewarisi orang Islam dan orang Islam mewarisi orang kafir terhalang. 
                                                 
14 Departemen Agama RI, Terjemahan Al-Qur’an, Penanggung Jawab Penerjemahan : Yayasan 
Penterjemahan Jakarta, Surya Cipta Aksara, Surabaya,1993, h. 3. 
15Al Imam Abi Abdillah Muh. Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardajibah Al 
Bukhariy Al Ja’fiy, 1992, “Shahih Bukhariy”, Cet. I Juz I, Thaha Putera, Semarang, h. 789. 
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Orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam disebabkan orang kafir lebih rendah 
statusnya dari orang Islam. Imam-imam madzhab berpendapat orang Islam tidak 
dapat mempusakai orang kafir dengan sebab apa saja. Dalam Qur’an Surat An Nisa 
4/141 sebagai berikut : 
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Terjemahnya : 
“ …dan Allah sekali-sekali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang 
kafir untuk menguasai orang mukmin.”16 
 
 Karena itu, suami muslim tidak dapat mewarisi harta isterinya yang kafir, 
kerabat yang kafir muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan tuan 
pemilik budak yang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan budaknya yang 
kafir. Alasan-alasan ini mengacu kepada riwayat Abu Tahlib meninggal dunia dan 
meninggalkan 4 orang anak laki-laki, yaitu Ali, Ja’far, Uqail, dan Thlaib. Ali dan 
Ja’far beragama Islam sedang Uqail dan Thalib kafir, maka Rasulullah saw 
membagikan harta warisan Abu Thalib yang masih dalam kekafirannya hanya kepada 
Uqail dan Thalib karena keduanya kafir, bukan kepada Ali dan Ja’far. Dengan 
demikian, jika orang Islam diperkenankan dalam mengawini wanita-wanita ahli kitab 
                                                 
16 Ibid. h.146. 
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dan tidak diperbolehkan mengawini wanita-wanita yang kafir terhadap Kitab-Kitab 
Allah swt, maka hendaknya demikian pula dalam pusaka-mempusakai.     
C. Hakikat Perwalian 
1. Pengertian Wali 
Kata "wali" menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Wali dengan 
bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong.17 Sedangkan 
menurut istilah, kata "wali" mengandung pengertian orang yang menurut hukum 
(agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu 
dewasa. pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu 
yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).18  
Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali 
dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak 
mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah, dan akad nikah yang 
dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah. 
Dalam pandangan mazhab Maliki, Syafi?i dan Hanbali, wali merupakan 
syarat dalam pernikahan.19 sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak 
memakai wali. Para ulama sepakat mengenai kedudukan wali untuk menikahkan 
anaknya yang kecil, gila ataupun yang kurang kemampuan akalnya. Akan tetapi 
apabila anaknya sudah balig, berakal Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan 
ulama lainnya.  
                                                 
17 Louis ma'luf, Al munjid, (Beirut: Daarul Masyrik, 1975), h. 919 
18 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1989), h. 1007 
19 Muhammad al Khud}ari bik, Ushul Fiqh, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubro. 1969, h. 33 
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Menurut Abu Hanifah, bagi yang berakal, baligh apalagi statusnya janda ia 
berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Jumhur ulama tetap dengan pendapatnya 
semula, yaitu pernikahan akan sah jika adanya wali baik anak tersebut kecil, dewasa, 
balig ataupun janda. Menurut mazhab Hanabilah, tetap harus ada izin (persetujuan) 
baik janda ataupun gadis, sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi?i persetujuan 
hanya untuk janda, apabila masih gadis tidap perlu mendapat persetujuan dari anak 
tersebut meskipun adanya persetujuan akan lebih baik bagi pernikahan yang akan 
dilangsungkan.20 
Dalam pandangan Abu Hanifah dan Abu Yusuf, meskipun izin wali tidak 
diperlukan dalam sebuah pernikahan, wali mempunyai kewenangan apabila 
pernikahan yang dilangsungkan oleh anaknya ternyata dilakukan dengan lelaki yang 
tidak sekufu. Perbedaan yang cukup jauh antara pendapat Abu Hanifah dengan 
jumhur ulama, lebih karena disebabkan metodologi dalam pengambilan hukum. Aqad 
nikah dalam mazhab Hanafiyah dipersamakan dengan akad jual beli. 
 Oleh karena itu syaratnya cukup ijab dan qabul, kedudukan wali hanya 
diperuntukan bagi pasangan suami istri yang masih kecil. Di sisi lain ulama 
Hanafiyah memandang tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai status wali baik 
dalam al Quran maupun hadits. Beberapa hadits Rasulullah yang menjelaskan mar’ah 
tidak boleh menikahkan sendiri, memberi makna sesuai lafadnya di mana mar’ah 
                                                 
20 Wahbah Az Zuhaili, Al fiqhu al Islamy wa adillatuhu Juz VII, (Berut: Darul Fikr, 1985), h. 
192 
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merupakan anak kecil yang belum dewasa sehingga tidak sah apabila ia menikahkan 
dirinya.21   
Di samping itu, dalam ushul fiqh mazhab Hanafiyah, hanya menganggap 
sebagai suatu kewajiban (fardl) ketika dalil yang ditetapkan berasa dari Al Quran 
ataupun hadits mutawatir dengan penunjukkan hukum yang tegas.22 Dalil-dalil al 
Quran yang menjadi hujjah keharusan wali oleh ketiga Imam, dipandang memberikan 
petunjuk secara langsung (onniy al dilalah) sehingga tidak dapat diambil kesimpulan 
bahwa wali adalah satu keharusan dalam sebuah pernikahan. 
2. Syarat-syarat Wali 
 
Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang 
dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi 
syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah : 
 
a. Islam ( orang kafir tidak sah menjadi wali) 
b. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali) 
c. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali) 
d. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali) 
e. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali) 
f. Tidak sedang ihrom atau umroh.23 
 
                                                 
21 Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkainan di Dunia Islam, Bandung: 
Pustaka Al Fikris, 2009, hal. 3 36 Muhammad al Khud}ari bik, Ushul Fiqh, Mesir: Maktabah Tijariyah 
Kubro. 1969, h. 33 
22 Muhammad al Khud}ari bik, Ushul Fiqh, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubro. 1969, h. 33 
23A. Rahman Bakri dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang 
dan Hukum Perdata (BW), (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 28 
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Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa 
persyaratan wali nikah sebagai berikut : Syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal 
sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena 
orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang 
lain.24 
3. Fungsi Wali 
 
Dalam Islam ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada 
masalah perkawinan. Seorang laki-laki jika telah dewasa dan aqil (berakal), maka ia 
berhak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan wanita, 
walaupun ia dimintakan persetujuannya oleh walinya, tetapi tidak diperkenankan 
untuk melakukan akad nikahnya sendiri. 
Suatu perkawinan sangat mungkin menjadi titik tolak berubahnya hidup dan 
kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita (dalam bertindak) 
lebih sering mendahulukan perasaan daripada pemikirannya, maka dikhawatirkan ia 
dapat melakukan sesuatu yang menimbulkan kehinaan pada dirinya yang hal itu juga 
akan menimpa walinya. 
Disamping itu pada prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah yang 
mengucapkan ijab (penawaran), sedang pengantin laki-laki yang diperintahkan 
mengucapkan qabul (penerimaan). Karena wanita itu pada umumnya (fitrahnya) 
adalah pemalu (isin-Jawa), maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada 
                                                 
24 Dahlan Idhamy, Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam, ( Surabaya: Al- Ikhlas, 
t.th), h.43 
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walinya. Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam pernikahan adalah untuk menjadi 
wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan ijab dalam akad nikahnya. 
4. Macam-macam Wali 
 
Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu wali nasab, wali 
hakim dan muhakkam, Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai ke-3 
macam wali tersebut. 
Wali Nasab 
Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai 
wanita dan berhak menjadi wali. Adapaun wali nasab urutannya adalah: 
1) Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas 
 
2) Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak) 
 
3) Saudara laki-laki sebapak 
 
4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 
 
5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak an seterusnya ke bawah 
 
6) Paman (saudara dari bapak) kandung 
 
7) Paman (saudara dari bapak) sebapak 
 
8) Anak laki-laki paman kandung 
9) Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah.25 
 
Urutan di atas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi 
wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, 
maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang 
                                                 
25 16 M. Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab, (CetXV;  Jakarta: 
PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 53 
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memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan 
seterusnya keatas. Begitulah seterusnya sampai urutan yang terakhir. 
Ada beberapa hal yang menjadikan perwalian yang lebih dekat itu dapat 
digantikan oleh wali yang lebih jauh. Seperti dikemukakan bahwa wali yang lebih 
berhak tidak ada, wali yang lebih berhak belum baligh, yang berhak menderita sakit 
gila, wali yang lebih berhak pikun karena tua, wali yang lebih berhak bisu tidak bisa 
diterima isyaratnya, wali yang lebih berhak tidak beragama Islam sedangkan wanita 
itu beragama Islam.26  
Apabila wali yang lebih berhak tidak ada, maka yang menggantikannya 
adalah wali yang lebih jauh dengan memperhatikan urutan seperti yang tercantum 
dalam kutipan tersebut. Bila terjadi di luar ketentuan tersebut, maka wali nikah akan 
jatuh kepada wali yang lain, yaitu wali sultan atau hakim. 
Wali nasab terbagi dua. Pertama, wali nasab yang berhak memaksa 
menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan itu mesti kawin. Wali 
nasab yang berhak memaksa ini disebut wali mujbir.27 
Wali mujbir yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya 
dengan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya harus 
memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: 
a) Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut. 
b) Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya 
c) Calon suami itu mampu membayar mas kawin 
                                                 
26 Departemen Agama Republik Indonesia, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 
1987/1988), h. 1022 
27 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Islam, (t.t.: t.pn., t.th), h. 65 
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d) Calon suami tidak bercacat yang membahayakan pergaulan dengan dia, 
seperti orang buta. 
Dengan demikian dapatlah diambil suatu pengertian bahwa perkawinan 
dinyatakan sah bila wali mempelai perempuan adalah wali mujbir, dengan ketentuan 
harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi bila salah satu 
persyaratan diatas tidak terpenuhi maka anak perempuan itu dimintai izin terlebih 
dahulu sebelum dinikahkan. 
Kedua, wali nasab yang tidak mempunyai hak kekuasaan memaksa atau wali 
nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau sebapak, paman yaitu saudara laki-
laki kandung atau sebapak dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki 
menurut garis keturunan patrilinial.28 
a. Wali Hakim 
Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak 
sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab 
apabila: 
 
1) Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali. 
2) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya. 
3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat 
dengan dia tidak ada. 
4) Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan 
yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km. 
                                                 
28 Ibid 
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5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai. 
6) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh. 
7) Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya). 
8) Walinya gila atau fasik.29 
Apabila terjadi hal-hal seperti diatas, maka wali hakim berhak untuk 
menggantikan wali nasab. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada 
orang lain untuk bertindak sebagai wali sehingga orang lain yang diberikan 
kekuasaan untuk mewakilkan wali nasabnya berhak menjadi wali. Sesuai dengan 
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama 
sebagai wali hakim adalah KUA Kecamatan. 
b. Wali Muhakkam 
 
Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri 
untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat 
sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu 
fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.30 
Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, 
padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan 
dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami-istri mengangkat seorang 
yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam 
pernikahan mereka. 
 
                                                 








A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
1.  Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 
deskriptif/non statistik atau deskriptif-kualitatif. Pengertian secara teoritis tentang 
penelitian deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan 
suatu masalah dan keadaaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan 
penyingkapan fakta dengan menganalisa data.1  
 Sedangkan menurut Sukardi dalam buku Metodelogi Penelitian Pendidikan, 
penelitian deskriptif ialah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang 
dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, 
menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap 
suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.2 
 Dalam penelitian deskriptif ini penulis berusaha mencatat, menganalisis, dan 
menginterpretasikan kondisi yang ada artinya mengumpulkan informasi tentang 
keadaan yang ada dengan variable yang menjadi indikasi dalam penelitian ini. 
                                               
1 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 
49. Lihat juga, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1991), h. 11. 
2 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya ( Cet. III; Jakarta: PT. 




 Dengan demikian, pemaparan secara kualitatif dalam penelitian ini 
dimaksudkan untuk menggambarkan lebih jelas realitas perkawinan beda agama 
yang terjadi pada masyarakat kota Makassar dan mengungkapkan implikasinya 
terhadap aspek kewarisan dan perwalian dalam nikah. 
2.  Pendekatan 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis normatif dan sosilogis-kultural.  
1) Yuridis Normatif, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aspek hukum 
atau hukum Islam terhadap perkawinan beda agama, yakni melacak 
pembenarannya melalui dalil al-Qur’an dan hadis Rasululah saw.  
2) Sosiologis-kultural, pendekatan ini digunakan untuk melihat realitas 
budaya masyarakat Makassar yang terkait dengan sikap pluralisme 
beragama. Sehubungan dengan perkawinan beda agama, maka dengan 
pendekatan ini akan dilihat latar sosial-kultural masyarakat yang tampak 
telah melazimkan perkawinan beda agama. 
B. Populasi dan Sampel 
a)  Populasi 
  Populasi adalah keseluruhan kelompok dari individu atau butir-butir lain yang 
merupakan tumpuan perhatian (focus of interst) dalam suatu penelitian.3 Dan juga 
merupakan keseluruhan subjek penelitian.4 Mardalis mengemukakan bahwa populasi 
                                               
3 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: CV. Alfabeta, 2000), h. 35. 
4 Suharsimi Arikunto, op. cit., h. 93. 
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meliputi semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.5 Senada dengan 
Mardalis, Noeng Muhajir mengemukakan bahwa populasi merupakan keseluruhan 
manusia dan benda yang menjadi objek penelitian.6 
 Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan 
suami istri beda agama yang terdapat di Kota Makassar dan tersebar di 14 
Kecamatan. Menurut data yang ada di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar bahwa 
jumlah pasangan suami istri beda agama yang ada di Kota Makassar antara tahun 
2011-2012 adalah 5 pasangan. 
 b) Sampel 
  Sampel adalah sebagian dari populasi atau keterwakilan dari keseluruhan 
populasi yang akan diteliti.7 Menurut Hadari Nawawi, sampel adalah bagian dari 
populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian, dengan kata 
lain sampel adalah sebagian dari populasi atau untuk mewakili seluruh populasi.8 
  Dari beberapa definisi di atas, maka tujuan dari penentuan sampel ini adalah 
untuk memperoleh keterangan mengenai subjek penelitian dengan cara mengamati 
hanya sebagian dari populasi. Dengan kata lain, sampel merupakan reduksi dari 
sejumlah objek penelitian. Tujuan lain dari sampel ialah mengemukakan dengan tepat 
sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari hasil-hasil 
                                               
5 Mardalis, Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 
1993), h. 53. 
6 Noeng Muhajir, op. cit., h. 27. 
7 Wahyu, Pedoman Penelitian Pendidikan (Bandung: Tarsito, 1996), h. 61 
8 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial (Cet. VIII; Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 1998), h. 141. 
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penyelidikan, selanjutnya penentuan-nya dimaksudkan untuk mempermudah 
penafsiran, peramalan dan pengujian hiposkripsi. 
 Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh atau sering disebut 
sebagai penelitan populasi oleh karena jumlahnya dibawah seratus atau kecil, 
sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. 
C. Sumber Data 
Yang dimaksud dengan sumber data dalam hal ini adalah, “subyek dari mana 
data dapat diperoleh”.9 Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan 
sekunder. Sumber data primer merupakan sumber yang langsung memberikan data 
kepada peneliti. Data primer skripsi ini bersumber dari hasil wawancara (interview) 
dengan pihak-pihak yang dianggap memahami masalah yang diteliti, dalam hal ini 
yakni tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Departemen Agama atau Kantor Urusan 
Agama yang terlibat dan berwenang langsung dalam masalah perkawinan.  
Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 
memberikan data, dalam hal ini melalui dokumen-dokumen atau buku nikah dari 
perkawinan beda agama yang tercatat dalam Kantor Catatan Sipil, pembagian harta 
warisan beda agama yang tercatat di Pengadilan Negeri, serta hasil dari studi 
kepustakaan (library research). 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Tahapan-tahapan pengumpulan data tentang masalah di dalam skripsi ini 
dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:  
                                               
9 Suharsimi Arikunto, op. cit., h. 102.  
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1. Teknik Observasi 
Teknik observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 
sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian 
dilakukan pencatatan.10 Sedangkan Sutrisno Hadi mendefinisikan observasi sebagai 
penamaan dan pencatatan dengan sistemais terhadap fenomen-fenomena yang 
diselidiki.11  
Observasi yang dilakukan pada awal penelitian ini yaitu pengumpulan data 
dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan diteliti 
mengenai situasi dan kondisi keluarga dari pasangan yang telah dan sedang 
melakukan perkawinan beda agama, terutama dalam hubungannya dengan kewarisan 
dan kewalian. 
2. Teknik Wawancara 
Teknik wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua 
orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai 
informasi atau keterangan yang diteliti 
 Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (depth 
interviuewing) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan 
sebelumnya. Teknik wawancara ini dilakukan secara langsung dan tidak berstruktur, 
yakni melakukan percakapan lepas, tetapi tetap mengarah pada masalah yang diteliti 
kepada pihak yang dinilai berkompeten dan kepada pasangan atau keluarga/rumah 
                                               
10 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),  h. 
63. 
11 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Jakarta: UGM Press, 1980), h. 113. 
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tangga yang telah menjalani kehidupan dengan perkawinan beda agama, baik 
memiliki keturunan (anak) ataupun tidak. Kemudian ditambah sumber lain yang 
dipilih dengan pertimbangan kemungkinannnya sebagai sumber yang dapat 
memberikan informasi pendukung atau informasi tambahan terhadap data 
wawancara. 
3. Teknik Dokumentasi 
Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan hasil-hasil yang diperoleh 
dari institusi yang mencatat secara legal pernikahan beda agama. Dokumentasi ini 
juga dimaksudkan dengan pengumpulan data-data tertulis yang relevan dengan obyek 
kajian dan literatur-literatur yang menjelaskan setiap variabel dari definisi operasional 
penelitian ini. 
4. Teknik Analisis Data 
Skripsi ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan tiga metode sebagai 
berikut:  
1. Analisis Domain, yakni dengan melakukan pengklasifikasian dalam berbagai 
ranah untuk memperoleh gambaran dari catatan-catatan lapangan kemudian 
dikategorisasikan sesuai dengan varibel judul dalam penelitian ini. 
2. Analisis Taksonomi, yakni pengamatan terfokus untuk menghimpun elemen-
elemen yang terkait dengan masalah, kemudian disimpulkan secara induktif 
maupun deduktif guna menghindari generalisasi kesimpulan. 
3. Analisis Komparatif, yakni dengan mebandingkan pendapat atau teori yang satu 
dengan yang lainnya, kemudian dikembangkan dan direlevansikan dengan teori 
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dan asumsi penyusun. Dalam hal ini adalah dengan membandingkan antara 
pendapat hasil wawancara terhadap beberapa tokoh dengan teori-teori normatif 
perspektif hukum Islam tentang perkawinan beda agama.  
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BAB IV 




A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
 Kota Makassar merupakan ibukota provinsi Sulawesi selatan yang memiliki 
luas 175,7 Km persegi yang meliputi 14 Kecamatan yakni: 
1. Kecamatan mariso 
2. Kecamatan Mamajang 
3. Kecamatan Tamalate 
4. Kecamatan Rappocini 
5. Kecamatan Makassar 
6. Kecamatan Ujung Pandang 
7. Kecamatan Wajo 
8. Kecamatan Bontoala 
9. Kecamatan Ujung Tanah 
10. Kecamatan Tallo 
11. Kecamatan Panakkukang 
12. Kecamatan Manggala 
13. Kecamatan Biringkanaya 
14. Kecamatan Tamalanrea 
 Letak giografis kota Makassar yakni 5 derajat 8’6’19” Lintang selatan. 119 
derajat 24’173’38” Bujur Timur dan memiliki batas wilayah sebagai berikut; 
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1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
3. Sebelah selatan berbatasan Kabupaten Gowa 
4. Sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar. 
 Kemudian untuk mengetahui gambaran umum dalam hal populasi penduduk 
Kota Makassar sebagai berikut: 
Tabel. 1  
Keadaan Penduduk Kota Makassar 
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 Jumlah 1.352.136 
Sumber Data: Kantor Badan Statistik Kota Makassar 2012 
 Berdasarkan dari jumlah penduduk kota Makassar dipahami bahwa penduduk 
kota Makassar adalah penduduk yang heterogen dalam hal pekerjaan. Kemudian 
penduduk kota Makassar mayoritas seabagai penduduk pendatang dari berbagai 
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kabupaten kota bahkan provinsi. Kemudian untuk membangun sumber daya manusia 
kota Makassar dibangun beberapan lembaga pendidikan sebagai berikut : 
Tabel. 2 
Keadaan Lembaga Pendidikan di Kota Makassar 
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Kecamatan Bontoala 















































































 Jumlah 351 462 177 117 69 
Sumber Data: Kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2012 
 Berdasarkan dari tabel diatas dipahami bahwa dalam pengembagan sumber 
daya manusia ditunjang oleh beberapa lembaga pendidikan baik pendidikan dasar 
maupun pendidikan tinggi, sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap 
kemajuan kota Makassar. Selain itu kota Makassar dikenal sebagai kota yang plural 
dalam beragama karena bukan cuma agama islam yang eksis tetapi itu hanya sebagai 
kecil sebab secara ril dikota Makassar mayoritas penduduknya beragama islam. 
 Untuk menunjang hal yang demikian beberapa sarana dan prasaran ibadah di 
kota Makassar sebagai berikut : 
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Tabel. 3 
Keadaan Sarana dan Prasarana di Kota Makassar 
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 Jumlah 1.076 137 8 4 2 
Sumber Data: Kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2012 
 Dari tabel diatas dipahami bahwa kota Makassar memiliki sarana dan 
prasarana ibadah yang cukup terhadap pemeluk agama yang ada di kota Makassar. 
Kemudian terkait dengan penelitian ini penulis meneliti diberberapa kecamatan 
terkait dengan pasangan suami isteri beda agama sebagai berikut : 
1. Valentino Nixon sebagai suami dari istri Farida (Todopuli XI. Kecamatan 
Tamalate) No.53/pdt.p/2011, tanggal 11 April 2011 
2. Rachman Syah M. Suaib sebagai suami dari istri Hedy Priscillia Moka 
(Kumala No.61 Kecamatan Tamalate) No.04/pdt.p/2011, tanggal 20 Juli 2011 
3. Singgih Yulianto sebagai suami dari istri Selvina (Jl. Cendrawasih 2 No.283 
Kecamatan Mariso) No.159/pdt.p/2011, tanggal 25 Agustus 2011 
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4. Oktavianus jeckson Jusli sebagai suami dari istri Merey Jezkyana (Pannara 
Antang Kecamatan Manggala) No.214/pdt.p/2012, Tanggal 27 November 
2012 
5. Henry Kartito suami dari istri St.Aisyah Nurul Ramadhany (Jl.Hati Mulia 
No.10 Makassar) No.28/pdt.p/2012, Tanggal 5 Maret 2012 
 Bapak Henry Kartito suami dari istri St.Aisyah Nurul Ramadhany yang 
awalnya mereka melangsungkan perkawinannya dengan menggunakan salah satu 
agama, yaitu agama Islam. Pada saat itu Bapak Henry Kartito beragama Kristen 
dalam perkawinannya memilih masuk agama Islam mengikuti agama calon isterinya. 
Sedangan Bapak Valentino Nixon sebagai suami dari istri Farida. juga sama, mereka 
melangsungkan perkawinan dengan laki-lakinya beragama Kristen kemudin masuk 
Islam. Singgih Yulianto sebagai suami dari istri Selvina pada awalnya Singgih 
Yulianto beragama Kristen dan isterinya masuk Kristen. Dan Rachman Syah M. 
Suaib suami dari isteri istri Hedy Priscillia Moka, serta Oktavianus jeckson Jusli 
suami dari istri Merey Jezkyana tetap suaminya beragama Kristen pada saat 
perkawinannya masuk Islam. Namun kesemuanya ini setelah beberapa tahun 
kemudian kembali ke agama mereka semula, sehingga terjadi pasangan suami isteri 
beda agama di yang ada dibeberapa Kecamatan.1 Dengan demikin dapat disimpulkan, 
bahwa kasus suami isteri beda agama tersebut terbukti dengan temuan penulis tentang 
5 (lima) pasangan suami isteri beda agama tersebut di atas yang terdapat di bebrapa 
Kecamatan yang ada di Makassar. 
 
                                                 
1 Kota Makassar, Observasi, Tanggal 8 Desember 2012.  
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B. Eksistensi Status Suami Isteri Beda Agama di Kota Makassar 
 Kasus status suami isteri beda agama muncul pada zaman sekarang di Kota 
Makassar. Mereka hidup dalam rumah tangga dalam keadaan agama yang mereka 
anut berbeda, yang satu menganut agama Islam dan yang satu menganut agama 
Kristen. Valentino Nixon sebagai suami dari istri Farida (pasangan suami isteri beda 
agama) memberikan keterangannya ketika dihubungi penulis dengan keterangan 
sebagai berikut : 
“Kami di saat melaksanakan perkawinan menggunakan salah satu hukum 
agama, yaitu Islam dengan cara saya masuk Islam, karena memang pernikahan 
beda agama ditolak dengan keras kecuali harus mengikuti agama salah dari 
kami, akhirnya dengan sebab itu saya masuk Islam. Tatapi sebelum 
dilangsungkan pernikahan kami berdua melakukan kesepakatan bersama untuk 
tetap memeluk agama masing-masing setelah perkawinan. Dalam rumah tangga 
kami memang tidak terjadi apa-apa, kami rukun-rukun saja, namun kesulitan 
yang kami hadapi adalah beberapa hal, yaitu dalam menetapkan posisi anak, 
apakah anak tersebut beragama Islam atau beragama Kristen. Dengan sebab itu 
kami mengambil cara yang kami sepakati, yaitu berbagi anak. Anak perempuan 
bagian isteri dan anak laki-laki bagian saya dalam artian anak perempuan 
mengikuti agama ibunya dan anak laki-laki mengikuti agama saya. Namun hal 
ini pun sangat sulit, karena anak-anak tersebut setelah dewasa ketika melihat 
keadaan seperti ini mereka pun dalam pendiriannya masing-masing dalam artian 
mereka menganut agama yang mereka yakini sendiri bukan agama yang 
disodorkan orang tuanya. Dan terkahir dalam pembagian harta warisan juga 
mengalami kesulitan yang berat, seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka 
memiliki pendirian masing-masing yang akhirnya dalam pembagian harta 
warisan mereka bertahan pada pendirian mereka itu, yang beragama Islam 
bertahan bahwa harta warisan keluarga yang beragama Islam tidak bisa diwarisi 
oleh yang bukan Islam, begitu juga sebaliknya. Inilah yang kami alami dalam 
keluarga beda agama yang harus kami akui.”2 
 
 Berdasarkan data di atas, jelas kasus beda agama dan kesulitan yang dihadapi  
dalam menetapkan hak-hak keluarga, terutama dalam penetapan pembagian harta 
                                                 
2Valentino Nixon dengan pasangannya Farida, Selaku Pasangan Suami Isteri beda Agama, 
Wawancara, Tanggal 10 Desember 2012. 
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warisannya. Selain itu pula penulis menghubungi pasangan suami isteri yang lainnya, 
yaitu pasangan Bapak Rachman Syah M. Suaib bersama istrinya Hedy Priscillia 
Moka, keduanya memberikan ketarangan yang tidak beda dengan apa yang penulis 
temukan  pada pasangan suami isteri Bapak Valentino Nixon.  
Dalam keterangannya Bapak Rachman Syah M. Suaib dan istrinya Hedy 
Priscillia Moka yang mengatakan bahwa mereka melansungkan perkawiannya di 
Catatan Sipil Kota Makassar dengan menggunakan hukum agama Kristen yang pada 
saat itu ibu Hedy Priscillia Moka masuk agama Kristen agama calon suaminya tetapi 
sebelumnya mereka ada kesepakatan awal, yaitu akan kembali memeluk agamanya 
masing-masing. Akhirnya mereka dalam keluarga memeluk agama yang berbeda. 
Memang menurut keterangan yang penulis terima mereka  bahagia, harmonis. Namun 
di saat penyelesaian pembagian harta warisan mereka mengalami kesulitan terutama 
pada penetapan bagian masing-masing, karena keluarga mereka juga (anak-anak dan 
keluarga kedua belah pihak) menganut agama yang berbeda.3    
 Menurut keterangan Bapak Nurhadi, S.Hi.,M.A, selaku tokoh masyarakat 
Kota Makassar, mengatakan sebagai berikut : 
“Selama ini, di Kota Makassar memang ada beberapa pasangan suami isteri yang 
berbeda agama, tapi mereka tidak melangsungkan perkawinannya dengan 
memakai dua agama, dan keberadaan mereka di kota ini kami tidak bisa 
melarang sebab itu hak mereka dan mereka akur-akur saja. Yang saya tahu 
hukum yang digunakan dalam pelaksanaan perkawinan seperti itu adalah salah 
satu hukum agama yang mereka anut. Dan pada pernikahan mereka salah satu 
mengikuti agama yang lain, yaitu suami masuk agama Islam yang dianut 
isterinya, atau sebaliknya. Kemudian setelah itu mereka kembali ke agama 
                                                 
3Rachman Syah M. Suaib bersama istrinya Hedy Priscillia Moka, Selaku Pasangan Suami Isteri 
Beda Agama di Kota Makassar, Wawancara, 11 Desember 2012. 
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mereka masing-masing. Sampai sekarang masih tetap mengikuti agama masing-
masing dan rumah tangga mereka tidak masalah.4 
 
 Dengan demikian, data ini membuktikan bahwa di Kota Makassar terdapat 
pasangan-pasangan suami isteri yang berbeda agama, yang mereka melaksanakan 
perkawinannya menggunakan salah satu hukum agama mereka, yaitu isteri mengikuti 
agama suaminya, atau sebaliknya suami mengikuti agama isterinya, kemudian 
dilaksanakanlah pernikahan. Beradasakan data ini, setelah beberapa tahun kemudian 
mereka kembali ke agama mereka masing-masing. Inilah penyebab utama terjadinya 
suami isteri yang berbeda agama di Kota Makassar. Dalam data di atas ini, mereka 
menempuh jalan masuk agama salah satunya, karena memang Undang-undang 
perkawinan tidak mengizinkan perkawinan beda agama, kecuali memilih untuk 
mengikuti agama salah satunya tadi.      
 Ahmad Usman S.Hi.,M.A, selaku tokoh masyarakat Kota Makassar yang 
mengatakan : 
“Bahwa suami isteri beda agama terdapat di Kelurahan ini, tetapi dalam 
pelaksanaannya perkawinannya menggunakan hukum salah satu agama yang 
dianut oleh kedua suami isteri tersebut. Misalnya calon suami beragama Kristen 
dan calon isterinya beragama Islam, karena dalam Undang-undang Pernikahan, 
pernikahan menggunakan dua hukum agama yang berbeda tidak diizinkan, 
kecuali mengikuti salah agama keduanya. Dengan demikian mereka melakukan 
upaya pengelabuan, yaitu suami mengikuti agama calon isterinya, dalam artian 
masuk Islam, atau sebaliknya isteri mengikuti agama suaminya. Namun setelah 
beberapa waktu kemudian mereka kembali ke agama mereka masing-masing. 
Dengan demikian terjadilah dalam satu rumah tangga suami isteri yang berbeda 
agama yang mereka anut. Padahal dalam Islam, seorang muslim diharamkan 
nikah dengan seorang wanita musyrikah, apalagi dalam rumah tangga mereka 
menganut dua agama yang berbeda. 5 
                                                 
4 Nurhadi, S.Hi.,M.A Tokoh Masyarakat Kota Makassar, Wawancara, Selasa 11 Desember 
2012  
5 Ahmad Usman S.Hi.,M.A Selaku Tokoh Masyarakat Kota Makassar, Wawancara, Senin, 10 
Desember 2012.  
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Berdasarkan data di atas, di Kota Makassar terdapat suami isteri yang beda 
agama. Tetapi dalam pelaksanaan pernikahan yang mereka lakukan memilih 
mengikuti salah satu agama yang mereka anut, sehingga dengan sebab ini yang 
berwenang mengizinkannya.  
 Bapak Suhardi, selaku tokoh masyarakat Kota Makassar yang mengatakan : 
“Bahwa apabila yang menikah adalah laki-laki yang beragama Islam, maka 
calon isteri harus mengikuti agama yang dianut oleh calon suaminya. Namun 
yang paling banyak terjadi di masyarakat Kota Makassar adalah kasus calon 
suami beragama Kristen dan calon isteri beragama Islam, dan di saat 
perkawinan calon suami masuk Islam. Namun setelah beberapa tahun 
kemudian, maka si suami tersebut kembali keagamanya semula, dan isteri yang 
beragama Islam ada yang terpaksa mengikuti agama suami, ada juga yang 
memilih pisah atau cerai dengan pertimbangan anak-anak mereka semua 
beragama Islam dan ada juga memilih menganut agama masing-masing. 
Adapun dalam keluarga beda agama seperti ini sangat sulit menentukan status 
anak-anak, apakah mengikuti bapaknya yang beragama Kristen atau mengikuti 
ibunya yang beragama Islam. Dalam kasus ini kehidupan beragama anak-anak 
tidak jelas, sehingga dalam penentuan statusnya sebagai ahli waris yang berhak 
menerima bagian warisan juga sangat sulit.6 
 
Berdasarkan data di atas, di Kota Makassar yang banyak terjadi adalah kasus 
calon suami beragama Kristen dan calon isteri beragama Islam, dan dalam 
pelaksanaan perkawinannya si calon suami masuk Islam. Tetapi setelah beberapa 
tahun kemudian, maka si suami tersebut kembali ke agamanya semula, dan isteri 
memilih apakah mau cerai, atau mengikuti agama suami, dan atau menganut agama 
masing-masing. Adapun dalam keluarga beda agama seperti ini sangat sulit untuk 
menentukan status anak-anak, apakah anak-anak tersebut mengikuti agama bapaknya, 
atau mengikuti agama ibunya. 
                                                 
6 Suhardi, Selaku Tokoh Masyarakat, Kota Makassar, Wawancara, Selasa, 11 Desember 2012 
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 Dan dalam keterangan Bapak Rusli selaku salah seorang pegawai di Kantor 
Catatan Sipil Kota Makassar yang mengatakan, bahwa di Kantor Catatan Sipil ini ada 
beberapa data pasangan yang nikah, wanitanya mengikuti agama suaminya, yaitu 
agama Kristen. Namun beberapa tahun kemudian si wanita (isteri) kembali lagi ke 
agamanya (Islam) semula dengan alasan keluarganya tidak mengizinkan. Dalam hal 
ini, beliau hanya memberikan keterangan saja, tetapi tidak memberikan data kasus 
tersebut dengan alasan bahwa kasus tersebut adalah rahasia orang yang menjadi 
rahasia Kantor Catatan Sipil. Memang di Kantor Catatan Sipil ini Pernikahan beda 
agama tidak pernah diizinkan, karena berdasakan Undang-undang Perkawinan hal ini 
tidak mendapat izin, kecuali harus mengikuti agama salah satu dari keduanya. Dan 
hal ini sudah dilakukan oleh pasangan yang sudah dijelaskan di atas, tetapi setelah 
beberapa tahun kemudian mereka kembali ke agama mereka masing-masing, inilah 
penyebab terjadinya banyak kasus pasangan saumi isteri yang hidup beda agama 
dalam rumah tangga.7        
 Selanjutnya Bapak Taufiq selaku pegawai Kantor Kelurahan menambahkan 
dan memberi keterangannya mengenai suami isteri yang beda agama di Kota 
Makassar dalam keterangannya beliau mengatakan, bahwa di Kota Makassar terdapat 
pasangan-pasangan suami isteri yang beda agama, salah satunya adalah suami 
beragama Kristen dan isteri beragama Islam.  
 Dalam penyelenggaraan pernikahan seperti ini menurut Undang-undang tidak 
diizinkan, tetapi merekapun mencari jalan menggunakan salah satu hukum agama 
                                                 
7 Bapak Rusli Selaku Salah Seorang Pegawai di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, 
Wawancara,, 12 Desember 2012. 
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yang dianut oleh keduanya, yaitu Islam atau Kristen. Dalam hal ini calon isteri 
mengikuti agama calon suaminya, atau sebaliknya calon suami mengikuti agama 
calon isterinya, tetapi beberapa tahun kemudian si isteri atau suami kembali ke 
agamanya semula, yaitu agama Islam atau agama Kristen, maka awalnya terjadinya 
suami isteri beda agama dalam rumah tangga. 8 
 Dengan demikian, data tersebut dapat dianalisa, bahwa dengan cara di atas 
inilah menyebabkan terjadinya kasus pasangan suami isteri beda agama terjadi di 
Kota Makassar. Mereka laksanakan pernikahan dengan cara memakai salah satu 
agama yang mereka anut ini dengan tujuan agar mereka lolos dari aturan Undang-
undang Perkawinan yang tidak mengizinkan perkawinan beda agama tersebut.   
 Bapak H.Kalimuddin selaku tokoh adat di Kota Makassar mengatakan, bahwa 
di Kelurahan ini terdapat pasangan-pasangan suami isteri yang beda agama, tetapi 
dalam pelaksanaan perkawinannya dengan mengikuti agama salah satunya. Setelah 
itu mereka memutuskan kembali ke agama mereka masing-masing. Karena memang 
dalam Undang-undang perkawinan beda agama tidak diizikan, sehingga mereka 
melaksanakan perkawinannya dengan mengambil salah agama yang mereka ikuti, 
kemudian setelah itu kembali ke agama masing-masing. Inilah sebabnya banyak 
pasangan suami isteri yang beda agama dalam rumah tangga di Kota Makassar ini, 
padahal Undang-undang tidak mengizinkannya.9 
 Beradasarkan data di atas, maka dapat dianalisa bahwa di Kota Makassar 
terdapat kasus pasangan suami isteri yang beda agama, tetapi hanya disebabkan oleh 
                                                 
8 Taufiq Selaku Pegawai Kelurahan Kota Makassar, Wawancara, 12 Desember 2012. 
9 H.Kalimuddin Selaku Tokoh Adat di Kota Makassar, Wawancara, 9 Desember 2012. 
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pasangan-pasangan itu sendiri. Mereka memakai cara mereka sendiri yang berusaha 
lolos dari aturan Undang-undang Perkawinan yang tidak mengizinkan perkawinan 
beda agama.  
 Dengan demikian data-data tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa 
perkawinan beda agama di Kota Makassar menurut keterangan informan-informan di 
atas tidak pernah diizinkan, akan tetapi masyarakat (pasangan-pasangan yang beda 
agama) juga sudah pintar mengelabui untuk meloloskan diri dari aturan-aturan itu 
dengan cara melaksanakan perkawinannya dengan menggunakan hukum salah satu 
agama yang mereka anut. Contoh misalnya calon suami beragama Kristen dan calon 
isteri beragama Islam, si suami masuk agama calon isterinya (Islam), sehingga 
diizinkanlah pernikahan itu. Tetapi beberapa tahun kemudian mereka sepakat kembali 
ke agama mereka masing-masing.      
C. Pembagian Harta Warisan dalam Status Suami Isteri Beda Agama di Kota 
Makassar  
Adapun pembagian harta warisan dalam status suami isteri beda agama di Kota 
Makassar ini sangat sulit. Dalam setiap penetapan kewarisan selalu banyak masalah. 
Terjadi konflik antara ahli waris yang beragama Islam dengan ahli waris yang tidak 
beragama Islam. Bapak Nurhadi, S.Hi.,M.A, selaku tokoh masyarakat Kota Makassar 
mengatakan, bahwa dalam keluarga seperti ini penetapan pembagian warisan sangat 
sulit, karena disebabkan oleh faktor status agama yang dianut oleh yang mewarisi dan 
ahli waris yang yang ditinggalkan.  
Akan tetapi adakalanya pewaris beragama Islam ahli waris bukan beragama 
Islam, dan adakalanya juga pewaris beragama bukan agama Islam ahli waris 
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beragama Islam. Jika pembagian itu dilaksanakan sesuai Islam, ahli waris yang bukan 
Islam terhalang untuk mewarisi harta warisan dari yang meninggal beragama Islam, 
dan jika dilaksanakan dengan cara kekeluargaan ahli yang beragama Islam jelas tidak 
setuju, karena mereka tahu dalam hukum Islam orang yang bukan muslim tidak bisa 
mewarisi orang tuanya beragama Islam. Karena dalam Islam, jika yang meninggal 
orang tua yang menganut Islam, maka anak yang menganut agama yang bukan Islam 
terhalang, dan jika sebaliknya yang orang tua yang beragama Kristen meninggal, 
maka anak yang beragama Islam juga terhalang menurut Islam. Maka jalan yang 
ditempuh adalah, ahli waris yang ikut ibunya atau ayahnya beragama Islam tentu 
mengikuti aturan Islam sedangkan yang Kristen saya kurang mengetahui 
pembagiannya bagaimana.10 
Dengan demikian, penyelesaian harta warisan pada suami isteri yang berbeda 
agama tersebut sangat sulit diselesaikan. Dengan demikian penyelesaiannya dengan 
cara musyawarah, sebagaimana dikatakan oleh Bapak  Sahabuddin Selaku Pegawai 
Kantor Urusan Agama dan selaku tokoh masyarakat sebagai berikut :  
“Memang dalam keluarga beda agama tersebut sangat menyulitkan kami dalam 
menetapkan pembagian harta warisannya. Karena dalam penetapan kewarisan 
selalu bermasalah. Antara ahli waris beragama Islam dan ahli waris yang tidak 
beragama Islam sangat sulit dipersatukan, karena memang mereka memiliki 
kekuatan hukum, yaitu jika pewaris beragama Islam meninggal, ahli waris yang 
bukan Islam terhalang mewarisi harta warisan. Dan jika pewaris yang beragama 
bukan Islam meninggal, maka ahli waris yang beragama Islam juga tidak bisa 
mewarisi harta warisannya. Karena sudah dalam kesulitan dalam menyelesaikan 
konflik ini jalan satu-satunya yang kami tempuh adalah musyawarah.”11 
  
                                                 
10Nurhadi, S.Hi.,M.A, Tokoh Masyarakat Kota Makassar, Wawancara, Selasa, 11 Desember 
2012 
11Sahabuddin Selaku  Pegawai Kantor Urusan Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara,  
Kamis  13 Desember 2012.    
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Memang dalam Islam bahwa bebeda agama akan terhalang untuk 
mendapatkan bagian harta warisan jika yang meninggal beragama Islam dan ahli 
waris beragama bukan Islam, sebaliknya juga jika yang meninggal beragama bukan 
Islam, maka yang beragama Islam tidak bisa mewarisi harta warisannya. Dengan 
demikian, karena sangat sulit untuk menetapkan penyelesaian kewarisan ahli waris 
yang beda agama ini, maka jalan satu-satunya dari pihak yang berwenang untuk 
menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Inilah yang kami hadapi di Kota 
Makassar.  
Dengan demkian, data ini dapat disimpulkan bahwa penetapan kewarisan 
dalam keluarga beda agama ini adalah dengan cara musyawarah, dan dengan 
musyawarah tersebut selesailah konflik keluarga tersebut.  
 Bapak H. Kalimuddin selaku tokoh masyarakat di Kota Makassar juga 
mengatakan, bahwa memang selama ini di Kota Makassar terdapat suami isteri yang 
berstatus penganut agama yang berbeda. Dalam kasus ini sangat sulit menyelesaikan 
konflik ahli warisnya dalam pembagian warisan, baik ahli waris yang beragama 
Islam, maupun ahli waris beragama bukan Islam. Kedua belah pihak sama keras 
dalam mempertahankan haknya, yaitu dalam pembagian harta warisan, jika yang 
meninggal beragama Islam maka ahli yang waris yang beragama yang bukan Islam 
tidak mendapat apa-apa dari harta warisan tersebut, sebaliknya juga jika yang 
meninggal beragama bukan Islam, maka ahli waris yang beragama Islam tidak boleh 
mewarisinya. Inilah penyebab konflik yang terjadi di Kota Makassar, namun konflik 
ini dapat terselesaikan dengan cara dimusyawarahkan yang ditangani langsung oleh 
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pihak-pihak yang berwenang.12 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik 
tersebut tidak sampai berkepanjangan, karena sudah ditangani oleh pihak-pihak yang 
berwenang. 
 Dalam data yang lain, pembagian warisan dalam suami isteri yang berbeda 
agama ini, banyak menimbulkan konflik antara ahli waris muslim dengan ahli waris 
yang bukan muslim. Yang non muslim jelas menuntut persamaan bagian, sedangkan 
yang muslim mau, bahwa harta warisan tersebut diselesaikan secara Islam. Karena 
dalam Islam ahli waris non muslim tidak boleh mewarisi keluarga yang muslim, dan 
sebaliknya juga ahli waris muslim tidak boleh mewarisi keluarga yang bukan muslim. 
Jika yang meninggal beragama Islam, ahli waris yang bukan Islam terhalang, begitu 
juga sebaliknya, jika yang meninggal bukan beragama Islam ahli waris yang Islam 
tidak boleh mewarisinya. Inilah aturan Islam dalam kewarisan, tetapi keluarga yang 
bukan Islam dalam kasus ini sangat sulit menerimanya, sehingga dengan demikian 
terjadilah konflik di antara mereka.13  
 Bedasarkan data di atas, bahwa menjadi penyebab menimbulkan konflik 
antara sesama ahli waris tersebut adalah hak-hak ahli waris yang dijamin dalam 
agama Islam dan Undang-undang. Dalam artian ahli waris beragama Islam berhak 
mewarisi keluarganya yang beragama Islam dan ahli waris yang bukan muslim juga 
berhak untuk mewarisi harta warisan keluarganya yang beragama yang bukan Islam. 
Namun berdasarkan data-data yang masuk dari seluruh informan yang dihubungi 
penulis, mengatakan masalah ini tidak sampai pada hal-hal yang negatif yang 
                                                 
12H.Kalimuddin, Selaku Tokoh Adat Kota Makassar Wawancara,  9 Desember 2012 
13 Abu Bakar, Selaku Tokoh Masyarakat, Kota Makassar, Wawancara, 9 Desember 2012.  
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membahayakan jiwa para ahli tersebut, karena langsung ditangani oleh pihak-pihak 
yang berwenang dan kemudian diselesaikan dengan cara masyawarah seperti di atas.  
D. Eksistensi Perwalian menurut hukum Islam  
Sebagaiana dipahami bersama bahwa perwalian merupakan rukun dalam 
sebuah perkawinan oleh karena terpenuhinya rukun dalam perkawinan adalah 
indikator dari sahnya sebuah perkawinan. Lebih lanjut dipahami dari hasil wawancara 
yang di lakukan oleh salah seorang tokoh agama di kota Makassar yaitu: 
“Wali dalam perkawinan mesti terpenuhi, karena seorang perempuan tidak 
boleh melangsungkan perkawinannya tanpa wali, sebab wali dianggap mampu 
memberikan pertimbangan yang cukup dalam kehidupan seorang anak, lebih 
lanjut wali bertanggungjawab terhadap anaknya sebelum anak tersebut terikat 
oleh perkawinan yang sah. 
 
Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dipahami eksisensi wali mesti 
terpenuhi dalam setiap perkawinan khusnya bagi seorang perempuan yang belum 
pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya. 
Dalam prspektif selanjutnya perwalian didasarkan pada surat al Baqarah ayat 
221 Dan janganlah kamu nikahkan wanita-wanita mukminat dengan pria-pria 
musyrik sebelum mereka beriman, ayat ini ditujukan kepada wali nikah. Demikian 
pula dalam surat al Baqarah ayat 232 Janganlah kamu menghalang-halangi mereka 
(para isteri) untuk menikah kembali dengan bekas suami mereka jika mereka saling 
meridoi dengan cara yang ma’ruf. Ma'qil bin Yasar menceritakan bahwa ayat ini 
turun berkenaan dengan dirinya. Katanya, "Saya menikahkan salah seorang saudara 
perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika iddahnya 
habis, ia datang lagi meminangnya."Maka saya jawab,“Dulu kamu saya jodohkan, 
saya nikahkan dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu 
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datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah kamu tidak dapat kembali lagi 
kepadanya untuk selama-lamanya. Lelaki ini orangnya biasa saja, tetapi bekas 
istrinya itu ingin kembali kepadanya. Dalam hadits Abu Musa sesungguhnya 




                                                 








Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
1. Bahwa Perkawinan beda agama tidak dibolehkan, baik dipandang dari syari’at 
Islam, maupun dalam Undang-undang yang mengatur tentang 
pernikahan.Yang disebutkan dalam undang-undang hanyalah Perkawinan 
Campuran. Namun kenyataan menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Negeri 
masih tetap memberikan izin terhadap perkawinan antar orang-orang 
berlainan agama dan memandangnya sebagai perkawinan campuran yang 
diatur dalam UU Perkawinan pasal 60 dan 62 Nomor. 1 tahun 1974. 
2. Dalam hal pembagian harta warisan untuk keluarga yang menganut agama 
yang berbeda, sudah jelas ketentuannya yaitu orang yang non Islam tidak  
akan mendapat bagian warisan dari pewaris yang Islam, begitu juga 
sebaliknya. Hal ini sudah jelas tercantum dalam ketentuan syar’ih. 
3. Bahwa dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, 
yaitu; pendekatan yang bersifat psikologis, sosiologis, dan religius. Sehingga 
dapat dengan mudah menganalisa data yang didapat. 





4. Dengan bermusyawarahlah cara yang paling tepat untuk  menyelesaikan 
konflik keluarga dalam hal pembagian warisan pada  suami isteri yang 
menganut agama berbeda. Karena  hal ini, banyak menimbulkan konflik 
antara ahli waris muslim dengan ahli waris yang bukan muslim. Yang non 
muslim menuntut persamaan bagian, sedangkan yang muslim tidak mau, 
bahwa harta warisan tersebut diselesaikan secara Islam. Karena dalam Islam 
ahli waris non muslim tidak boleh mewarisi keluarga yang muslim, dan 
sebaliknya juga ahli waris muslim tidak boleh mewarisi keluarga yang bukan 
muslim. 
B. Saran-saran 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebagai upaya untuk lebih mengefektifkan 
sasaran dari pada penyelesaian permasalahan konflik dalam pembagian harta warisan 
dalam status suami Isteri beda agama di Kota Makassar, maka disarankan sebagai 
berikut : 
1. Diharapkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini, pemerintah Kota 
Makassar untuk lebih memperketat aturan-aturan Undang-undang Pernikahan 
dalam pelaksanaan perkawinan demi menjaga banyaknya yang berstatus suami 
isteri beda agama tersebut. 
2. Perlu pihak yang berwajib mengantisipasi sebelum terjadi konflik kewarisan 
untuk segera mengarahkan masyarakat, jika ada orang meninggal dunia agar 
segera membagi harta warisannya jika dia mempunyai harta dan menanganinya 
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